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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP 
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 
2013  TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Tesis : Pascasarjana 
Program Studi Ilmu Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya gagasan menyusun suatu sistem 
administrasi yang menyangkut hak penduduk untuk mendapatkan dokumen 
kependudukan, yakni KTP Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kabupaten/Kota 
memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penerbitan KTP Elektronik. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi administratif dan faktor-faktor apakah yang 
mempengaruhi efektifitas penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif 
atau doktrinal yang didukung data sekunder berupa laporan dan bahan pustaka. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan adalah studi pustaka. Sedangkan analisis data dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, evaluasi adminsitratif 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Undang-
Undang Administrasi Kependudukan  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan berjalan efektif, terlihat dari capaian penduduk wajib KTP Elektronik 
yang telah melakukan perekaman data sebanyak 96 persen. Kedua, faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan menunjukkan hubungan yang sangat erat sebagai faktor 
penentu efektifitas tersebut.  
Penulis menyarankan untuk meningkatkan sanksi administratif bagi penduduk 
yang tidak memiliki KTP Elektronik melalui Peraturan Daerah, meningkatkan 
kualitas aparatur pelaksana agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal, dan 
kesadaran penduduk untuk tertib pada aturan yang berlaku dengan melakukan 
perekaman KTP Elektronik tanpa harus dilakukan upaya-upaya khusus oleh aparatur 
pelaksana. Implikasinya adalah peningkatan penerbitan KTP Elektronik mampu 
menghasilkan database kependudukan yang valid bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 
dan kemudahan masyarakat mengakses layanan dokumen kependudukan lainnya. 
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EVALUATION ON REGENCY/MUNICIPAL GOVERNMENT IN 
PUBLISHING ELECTRONIC IDENTITY CARD BASED ON THE LAW NO. 
24 OF 2013 ABOUT DEMOGRAPHIC ADMINISTRATION. Thesis: 
Postgraduate of Legal Study, Surakarta Sebelas Maret University. 
 
This research was conducted recalling the idea of arranging an administration 
system pertaining to the populations’ right to get demographic document, Electronic 
Identity Card. Based on the Law Number 24 of 2013 about Demographic 
Administration, Regency/Municipal Government has obligation and responsibility in 
publishing Electronic Identity Card. This research aimed to find out the 
administrative evaluation and the factors affecting the effectiveness of Electronic 
Identity Card publication by Regency/Municipal Government based on the Law No. 
24 of 2013 about Demographic Administration. This study was a normative or 
doctrinal research supported with secondary data including report and literature. The 
types of data used were primary and secondary data. Technique of collecting data 
used was library study. Meanwhile, data analysis was carried out using statute and 
historical approaches.  
The result of research showed that firstly, administrative evaluation on 
Regency/Municipal Government in publishing Electronic Identity Card based on 
Demographic Administration Law Number 24 of 2013 about Demographic 
Administration had run effectively, as indicated with 96 percents of populations 
obliged to have Electronic Identity Card having undertaken data recording. Secondly, 
the factors affecting the effectiveness of Electronic Identity Card publication by 
Regency/Municipal Government based on Law Number 24 of 2013 about 
Demographic Administration showed a very closely relationship as the determinant 
of such the effectiveness.  
The writer recommended the Regency/Municipal Government to increase the 
administrative sanction to the populations having no Electronic Identity Card through 
Local Regulation, to improve the quality of executing apparatus in order to provide 
maximum service, and population’s awareness of complying with the prevailing 
regulation by recording Electronic Identity Card without. The implication was that 
the improvement of Electronic Identity Card publication could result in a valid 
demographic database for Regency/Municipal Government and a convenience for the 
community to access other demographic document service.   
 
Keywords: Electronic Identity Card, Demographic Document, Demographic 
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